LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG

KOTA TANGERANG

Nomor 14 Tahui 208
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG .)'
NOMOR 14 TAHUN 2008 < O
TENTANG Qi‘i

4
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KE AMMODAL
PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTA T&G‘ ANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN%I\@ ESA

WALIKOTA TANGERA

memperlancar operasi n pembangunan pasar-pasar milik
Pemerintah Kota Ta , perlu untuk melakukan penambahan
penyertaan moda erah ke dalam modal Perusahaan Daerah
ng;

Pasar Kota Tang

Menimbang : a. bahwa untuk lebih mempm\@ktur permodalan dalam rangka

A 4
b. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2 te tl!’ g Perbendaharaan Negara, penyertaan modal
Pemeri aerah pada perusahaan negara/daerah/swasta

ditK engan Peraturan Daerah;
h

c. ba erdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
uruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
nambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Modal
erusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang;

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Tangerang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Me‘gét Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4001);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Mara

Republik Indonesia Nomor 4389); e
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem Yhan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesi

004 Nomor
mor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhif dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubdhén’ Kedua atas
Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 ang~ Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Incﬁd ahun 2008 Nomor
54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10.Undang-Undang Nomor 33 th; %2004 tentang Perimbangan
o

Keuangan Antara Pemerintah | dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik sia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Nega lik Indonesia Nomor 4438);

11.Peraturan Pemerintah r 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ( n Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12.Peraturan P riftah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

[ a/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

or 20, Tambahan Lembaran Negara Republik

mor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pe@ Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas

eratran Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

arang Miik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

hun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 4855);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

15.Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2003 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Perusahaan Daerah Pasar Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota
Tangerang Tahun 2005 Nomor 1);
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